b wprali Pelese

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 20/4
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BEEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Mengingat

Momor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar
akuntansi pemenntahan;

bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bekasi
semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomaor 40
Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemenntah
Daerah Kabupaten Bekasi, namun ketentuannya perlu
diubah dan disesuaikan kembali:

bahwa atas dasar pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada_huruf a dan huruf b di atas, perubahannva tersebut

perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupat.

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Fropinzsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 19304,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penvelenpggaraan Negara vang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomoar 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4286);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43351,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400
Undang-Undarig Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemmenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNotmor 4438}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Taln 2001 tenlang
Pembinasn dan  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik mdonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambashan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dans
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 137, Tambahan Lembaran Negara Kepublk

Indonesia Momor 43735);
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?Emumn Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNormor 4577

Peraturan Pemetintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemenntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 24614];

Peratiran Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan antarg Pemenntah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tamnbahan Lembaran Negara Nomor 47374
Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503}

. Peraturagn Menteri Dalam Negen: Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Padza Pemerintah Daeraly;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Orgamisast Perangkat Daerah sebagaimana 1elah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Aias

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi




; Fh:mudur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
en Bekasi Tahun 2008 Nomor 63).

MEMUTUSKAN

AN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Pasal |

apa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2013
srig  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi periu

1. Ketentuan lampiran | tentang kerangka konseptual, investasi, piutang,

persediaan, asset, pﬂn}rusut:an dan akuntansi belanja perlu disisipkan

e w dan pnmguimran baru  sehingga perubahannya sebagaimana
mmmuﬂnfpemmmn ini;

an ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

: _m Nomor 40 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
wmmtm Bekasi.

e

Pasalll

*m ini berlaku cfcktif terhitung mulai Penyusunan
n Tahun Anggaran 2015,

Agar sctiap uﬂi meny : memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Bekasi ﬁﬁ % pmnya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

3y, BUPATI BEKASI#
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